STUDIDESKRIPSI TENTANG ORGANISAS| FORUM LINTAS PELAKU
JARING PENGAMANM SOSIAL (FLP-JPS]
TAHUN ANGGARAN 189972000 DAN 2000

(KASUS FLE-IPS HABUPATEN/MOTA DIPROPINSI SUMATERA BARAT]

1. PENDAHULJAN

Setelah memasukl tahun keempat, program Janng  Pengaman Soslal
(JPSy yang diuncukan pemerintah  sebagal tindakan untuk menyelamatkan
kondisi sosial ekonomi masyarakat yeng terkena dampak lnisis temmyats dalam
pelaksengannya bamyek  menemul  hambalan. Hambetan-hambatan  tersebut
misalnya pemah dikemukakan oleh Philip J. Clarke, Kepala Program Pangan
Dunia (World Food Programe) yang mengatakan bafwa pelaksanasn Program
JPS itu mengesankan ketergess-gesaan  yang  akhimya mengekibalkan
beberapa permasalahan antara lain (1) oleh kerena masalsh kemiskinan di
Indonasia teraly dibesar-besarken maka perkiraan jumlah sasaran temyata lebin
besar der yang sebenamya terjadi dl lapangan, (2) lambannya pemyaluran
bantuan sehingga tindeken penyelamatan tidak dapat segera diatas!".

Hambatan l@in mengenal pelaksanaan program JPS dipantau pula oleh
Lemnbaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperi LP3ES Jakerta, Hasil pantauen
LP3ES  tersebut antara lan (1) program JPS cenderung menghilangkan
kreativitas mesyarakst untuk mandin, (2)  alokasi dena JPS yang tidak chsertsi
konsep pemberdayean termyate cenderung  Dersife kentraproduktif;, (3) sering
terlambatnya pengucuran dama JPS sehingga menimbukan kecurigaan terhadep
unsur pelaksena  pemerintan;  dan masih banyak lagl kekwangan lainnya yang
perly diperbaiki®.

Menanggapi  berbagai  hambatan atay  kelemashan  dalam pelaksanaan
program  JPS tersebut, pemedintah  hersama beberapa organisasi  non
pemetintan sehenamyn  telah merekomendasikan  berbagai  beniuk
penyermpurnaan,  Salah  selu bulir  penyempurnaan  yang direkomendasikan
adalah peruiya peringkelan kelerlibatan berbagal komponen masyarakat dalem
tigp-liap  pelaksanaan  program’. Hal inl didesarken pada pemikiran  bahwa
pernulinan krisis merupakan suatu proses kerasama yang menuntut aksi konkrit
bukan hanya dan pemerintahan tetepi juge dan ofganisasi non-pemerintahan
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(omop)  dan masyarskel peda umamnya Oleh kerena ity pelibetan masyaraket
merupesan  nal  yeng  sangat  pentng  dalam melskuken berbagal  upaya
pemulhan knsis yang adil can efektf, termasuk dalam pelaksanaan program
JPS.

Forum Lintas Pelaky (FLP} JPS yang sengaj dbentuk sebagal forum
stakehoigers peda tahun 19599, fidak lain merupakan sualu wadah ofonom yang
menampung  berbagal pelaku dan pemerhall  pembangunan  daegah  dalam
kaitannye dengen  penyelenggaraon  pregram-program  JPS. Sebagal  sebuah
wadah  bersama. forum  ini bertujuan untuk  melakukan  konsultasi  entara
pemerintah daerah dengan omop, media massa dan waklbwakil penerima
manfaat program JPS delam proses perencanaan, pemantsuan, pelaksanaan,
dan penanganan measelah atey keluhan yang Brmbul dalam peleksaneen program
JPS khususnya & tingket kabupatenkota.

Sejek Tahun Anggaran 199972000 di Sumatera Berat teleh terbentuk 14
(empat belas) FLP-JPS yang berade pada masihg-masing daerah kabupaten
dan kota. Mamun den berbagal informasi yang berhasil dihimpun temyata fidek
semua FLF di Sumatera Barat mempunyal kinerja yang baik. Berbagal hambatan
diglami oleh masing-masing FLP-JPS d daerabnya. Hambatan-hambatan iy
anfara lain kerjasama wyang hkurang harmonis antara FLP dengan pemerintah
daerannya, pembaglan kera yang Hdak jelas antara pemerintah daerah dengan
FLP, indikator kinefja yang kabur, alokasi dan realisasi dana yang tidak
ransperan, Kefidakmampuan  yang  reletif  Kurang  memadal dad beberapa
komponen masyarakat dan LSM  yang tergabung, struktur  organisasi yang
terkesan  mnbiguitas, independensi FLP  wyang diragukan serta  berbagai
kelernahan lainmya®,

Kenyatsar-kemataan yang dibadapi cleh organisasi FLP-JPS inileh yang
menjadi menark den  penting wntuk  diteliti. Organisasi atau forum  yang
sebenamya dingrapkan mampu memecahkan persoalanperscalan yang muncul
dalam penyelenggarazn program JPS, temyata juga terjebek dalam persoalen-
persoalan bard yang bersifat Internal.

2.MASALAH PEMELITIAN

Qleh karena persoalan-persoalan yang muncul pada FLP-JPS in lebih
bersifat persoalan crgansas| dan menejemen, meka permasalahan yang dikaji
dalam peneltian ini dapat drumuskan sebageai bertkut |

{1) Apa dasar pertimbangan dhentuknya FLP-JPS, bagaimana proses
pengesahannys den begaimena posisinga delem struktur pemerintaban
daearah di Kebupalen/Kota di Propinsi Sumatera Barat 7
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{?) Bagmimene strklur organisasi, Wjuan sera fungsi dan Kewenangan
FLP-JPS di Kabupaten/Kota di Propinsi Sumsiera Barat?

{3) Bagsimana karakiedstk organisasi FLP-JPS d  Kaebupaten/Kota di
Propinsi Sumatera Baral, termasuk siapa sajg yang menjadi pelak yang
tergabung ddalamnya ?

(4) Apa saja pennaselahen dan hambatan yang ditemul oleh FLP-JPS
tersebit dan bagaimana mereka mengatasinya ?

(5) Bageimana pandangan masyarakat dan lembaga penerima  manfaat
program JPS terhadap FLP-JPS tersehul 7

3. TINJAUAN PUST AKA

Unluk rnempelajari  mesalah  penelitian  ind,  peneili  menggunakan
pemikiran-pemikiren  dan  konsep-konsep  dalem  dmu administrasi  negara,
Sedangkan paradigma  yang dianut  adalah  paredigma  “administrasi  negara
schagal  administrasl negara”, yang dalam  Umu  administrasi negara  dikenal
sebagal paradigma lima, dimana salah sefu eksponenmya yang terkenal adalah
Herbert Siman.

Menund Simon, lerdapat dua aspek perkembangan administrasi negera
yaity aspek idmu admmnistrasi negera dan aspek yang menekanken peda
kebijaken publk. Aspek pertama memusatkan perhelian pada bepaimana dan
mengape organisasi bekerjo, bageimana den mengapa anggote orgensisasi
bertingkah fku. serta bagaimana dan mengapa kepuusan dibuat. DN samping Itu
terdapal pula perhatian pada teknik-telnik meansjemen dan analisa organisasi.
Sedangken aspek yang kedus, memusatkan perhatisn pada masalgh-masalah
publik, kepentingan publik dan perumusan kebijakan pubiic®.

Pandangan Simon perema-tame dapst dipakai untuk menjelaskan atau
mencan  jawaban  tentang  Kebijeken atau  dasar  perimbangen  dibentukmye
sebuah  organisasi semacam FLP-JPS  lersebul.  Apakeh kebiakan lersebul
dibuat atas inislat!  can bawah/daerah  ataukah merupakan  Cdroping”  dari
pemernnteh pisat stau atasannys ?

Padangan Simon kedua dapat dipakai untuk menjawab permasalah kedua
yaifu bagamaena  struktur  organisasi,  tuan  fungsi den  wewenang  des
orgenisasi FLP-JPS. Dan unhik melengkepi pandangan Simon  dipskel pula
pandangan Raip C. Chendler dan Jack C. Plano. Menurut meneka, organisasi
adalah  kefompok  indihidu  yang  mengusehakan  tuguan  tertentu  dengan
menggunakan sate strukter yang drencang orluk membantu tercapainya tujuan
yang telah dtentukan
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sedangsan uniuk mengungkepkan kaerskterstk organisasi FLP-JPS dapat
dipakai pandangen James C. March, Herbert A, Simon den Mcholas Henry.
Mereka berige mengelompokkan karakteristk organisasi dalam tiga model, yaitu
(g} model tertdup (chosed model). (b) model terbuka (open modal) dan () model
simtesis (synthesis mode! ated the new fradition).,

Model lerfiulup menggambarkan sualy  organisesi yang skrab  dengan
Istilah  birokrasl,  hrarki  fonnal,  raslonal dan mekanlsik. Aodel  terbuka
menggamberken sualu orgenisasi yang selalu berkoiton dengan  Istilah-istiah
kolegial kompetitif, pasar bebas. informel. netursl dan organik. Sedangkan
model sintesis menggambarkan suatu organisasl yang merupakan sintesls darl
model tetutlup dan lerbuks. Dengen kata lain model ketiga sebenarmya bertitik
tolsh den model terbuka, namun penjelasan mengensl perilakl  organisasinge
sangat dipengaruhl oleh maodel tertutup karena mempunyal  kondlsi  yang
dimotivasi nleh kebutuhen untuk merutinkan den merasionalkan kerja  Internal
oiganisasi dan dalem hubungannya dengan lingkungan. Melihat  kerakteristik
organisast yang dimiliki oleh FLP-JPS, model lerulup tempaknya lebih tepat
digunakan unfuk menjelasken model organisas! FLP-JPS di Kabupaten/Kota di
Propinsi  Sumstera Baral.  Alasanmye karena organisasi FLP-JPS Ksbupaten
fKota cendetung bersifat birokratis, hirarkis, mekenisfis dari tingkat pusat hingga
ke desadesa

eski FLP-JPS cenderung memiliki  kerakieristk organisasinya  yang
tefutup, nemun sebegal sebuah forum bersama yang melibatkan  berbagai
macam stakeholders oragnisasi inipun  dapat dikategorikan model terbuka,
Artinya dengan melhat siapa yang bergsbung dalam forum ini jelas FLP-JPS
depat dikategorken ssbagel sebush organisasi terbuke. Mamun sejauh mana
sifel  keterbuksannya  dapaet  dihat dan  tngkat kompetisi  diantara  pera
enggotanya, lingkat ekurtabiltasnyn sera proses-proses pembuatan keputusan
dalam organisasi lersebut. Mamun yang paling penting menunt Henry, bahwa
sebuah  organisasi dopet  dketeken mempunyal  karakterstik terbuka adalash
sejauhmana  ofanlsasi  tersebut  fenggap terhadap  perubahan-perubahan
lingkungannya serta selalu  mengambil pelajaran  dari  kessleahan-kesalahan
terdahulu  yang pemah dibuatnya dan bemsaha untuk tidak mengulanginys.
Cengan melihat pemnasalehan-pennasalahan yang muncul dalam organisasi ini
dan bagalmana memka mengatasinga serta bagaimana pandangan masyarakat
terhadap FLP-JPS dapat kirenya diketshui bagaimana sebenarnya karakebistik
organisasi FLP-JPS Kabupaten/Kota di Propinsi Sumsters Baraf.

4 METODE PEMELITIAN
a4, Pendekatan Panelitian

Metode peneliian yang digunakan dalam peneliian ini edalah metode
kuglitelif dimana dals diperoleh mefalui teknik partisipen dan wawancera sera
dokumentasi. Dengan mengguneken metode peneltian ini selidaknya ada 10
(sepuluh} @asen yang dapal membantu peneldian ini dari 13 kerakteristik yang



dikemukakan olken Dawvid D Wiliams®. Perfama, pengumpulan deta dalam
peneliian  kuaitalll diskukan dalam latar belakang yandg wajarfdamish (nafural
seffing). Penelti kualifatif lebih termank menelash fenomena-fenamena sosial
budaya dalam suasana yang berlangsung secara alamish, bukan dalam kondisi
yang terkendali atau laboratoris sifatnya,

Fedua, kebanyakan peneliti wueltatif sangat keya den sarat dengan
deskripsl.  Penslitt  yang  terdorong  untuk  memahami fenomena  secara
menyeluh tentunya harus memshami segenap konteks dan melakukan analisis
yang hofistik, yang tentu seje perlu dideskripsikan

Keliga, peneliti merupakan instrumen utema delam mengumpulkan data
dan menginterpretasikan deta, Alst-slet yang lain seperti angkst les, film pita
rekaman, dan  sehagainya  hamyalah  sebagal  alat baniu  (bile  memang
diperiukan), bukan pengganti peneiiti ity sendii sebagal pengkonstruksi realitas
atas dasar pengalamannya di meden penalitian,

Keempat, meskipun penefitien kualitabf sering memperhabikan hasil dan
ak®al dan berbagai wvanabel yeng saling membenluk secara simultan, namun
lebih  lazim  menelaah  proses-proses  yang  tedad, lermasuk di dalamnya
bagaimana orang-aiangnya saling bernteraksi dalam latar alamiah yeng menjadi
medan penelitian.

Kelima, sebanyakan penelitan  Rualitatiil mengounakan  enelists  nduktif
terutarme  peda  taheptabap awadlnya. Dengen  demikian  akan  terbukse
kermungkinan  mutculya  mnasalah oan fosus  peneliian pada  hekhal  yang
mendesak dan berrdlai, Jadi penstit Sdak berpegang pada masalah yang telah
oibates sebeiuminya.

Keenam, makna di balik bngkah  laku manusia merupakan hal yang
esensia dalam penelitian kuafitetif Penslii tidak hanya ferark pada apa yang
dikatakan alay  dilekukan menusie vang satu terhadap menesia lsinnye, tetapi
juga pada makna darl sudut pandangan mereka masing-masing.

Metujuh,  menuitul  sebanyak  mangkin pada penslit unluk  melakukan
seadin penelian di lepangan. Adinga sebagai tangan pertama yang mengalami
langsung di lapargan

Fedelapan, olang-oreng yang  dipelajan diperhitungkan sebagai
pertisipan, konsulan sau kolega penshtl dalam menangant kegiatan peneliien,

Kesembilan, perspeklif emic patispan sangat divtamakan dan dihargai
tinggi. Sehingga minat penelti banyak tercurah pada bagakmana persepsi dan
meakna menuryt sudut pandang subyek yang sedang ditedit.

Kesspuluh,  pengambilan sampel  bissanya  dilekukan  dengan  cora
puwposive rasiond (fogical purposive sampling).
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b. Teknik Pengumpulan Data.

Teknik pengumpulan  data  yang  diguakan  adalsh  dokumentasi
wawancara dan observasl. Sumber data dokumentasi yang digunakan adaleh
berupa  Kkebijekeri-kebijakan  bDalk o tingkat Pusat ataupun  daersh  yang
perhubungen dengan progrem-program JPS dan FLP-JPS, Buku Pedoman JPS
den Buku Leporen Bulenan TKPP-JPS den Buku Review Perkembengan Forum
Lintas Peleku Kabupaten/Keta Maret-September 2000 dan mngkuman berita
media massa mengenal FLP-JPS.  Sedangkan teknik wawancara  diiakukan
melalui wewancere tek  berstrukdur,  erfinye  penelitl  mengajukan pertahyaan-
perianyaan secoa bebas don leluasa tanpa tenkal oleh susunan pertanyasn,
meskl dalam pikiran  peneli tenty sejs tersedia ‘cadangan masalah® yang
berkaitan dengan masalah yang ditelii. Teknik observesi diakukan i lapangan
pada saat kunjungan ke sekretarat-sekretarat FLP-JPS. Hal i difujukan untuk
mengetahui cara kera keseharian mereka dan masalah laln yang relevan

c. Femilihan Informan,

kriena vyang dijadikan sendaran  dalam  pemiihan  informan  untuk
diwevancarsl dan uniuk dilakuken ohservasi adalah -

{1} Infarman merupekan orang yang telah cukup lama dan intensif * menyaty”
dengan kegiatan FLP-JPS dan meden ektifitas yang menjadi sasaran
perhatian peneliti.

(23 Informan  adalzh orang yang mempunys  cukup  benyak waktu  atau
kesempatan untuk dimintai infommasi

d. Populasi dan Subyek Penelitian

Penelitian ini yang semue mencobe untuk mengambil beberapa sampel
{purposive sampling) dan 14 FLP-JPS yang ada di Kebupsten/Kola di Propinsi
Sumatera Baret, diantarerya di FLP-JPS Keta Padang, Kabupaten Tanah Dater
dan Kebupaten Lima Puluh Kots, nemun dari cbservasi awal yang diakukan tim
penefiti termyata hamya FLP-JPS Kahupaten Lima Puluh Kota sala yang telah
siep  memberikan  dokumen  tefulisrya  tentang  laporan  kegiaten JPS  di
deershnya. Sedangkan ketiga daereh lainya selin lidak memilki selretariat
yang [elas juge para anpgoota den personalianya sudah tidek dapat lagi dilacak
untuk  dwewancarsl  spalagi urluk dimintei keterangannya mengenal
dokumenflaporan  lertulis  kegietan FLP-JPS  di  daershnya masing-masing.
Sampel peneliian ini berakhir, Sekjen FLP Propinsi Sumatera Barat sendi
belum mendapatkan laporan lertuls dad semua FLP-JPS Kebupaten dan Kota' .
Oleh karena iu subyek penelilian yang ditetapkan pada peneliian disrahken
peda FLP-JPS Kabupalen Lima Puluh Kola vyang secara administrefif telah
mermnilild laporan tertusnya dan lebih siap untuk dichsenvasi dan diwawancarai

T Wawarcara dengat Edr. Mawar, Spd (Sebkretars sondes! FLP-IPS Propings Sumatera Sarat)
pada targgal 15 Eepembsr 2001



5. HASIL DAN PEMBAHASAN
a, Penentuan Bidang dan Program Kegiatan JPS

Meski disadari babwa pengambilan sampel terhadap Kabupaten Lima
Pulun Kota tidak dapat mendiskripsikan tentang permasalahan-permasalahan
yang dihadapi oleh ke-14 Forum Linles Pelaku yang ada di Propinsi Sumatera
Barat, namun setidaknya permasalahan FLP-JPS o kabupaten ini dapat
menggambarkan bagaimana sesunggubnya karakteristik dan permasalahan yang
tihadapi oleh sebuah organisasi publk yang menjadi mitra pemerintah daerah
dalam mengatasl krisls ekonoml masyarakat,

Apabila mekhat bidang dan program JPS yang dilaksanakan di Kabupaten
Limapuluh Kota dapat diketshu bahwa dari ima bidang kegiatan dan dus balas
program JFS yang dicanangkan oleh Pemerintah Pusat, Kabupaten Limapuiuh
Kota mendapalkan hanya 4 (empat) bidang kegatan dengan 9 (sembilan)
progrem. Bldang program tersebut secara rinci dapat dikemukakan sebagai
berikut .

a. Dperasi Pasar Khusus (OPK) Beras

QPR Beras i tersebar di setiep kecamatan induk dan perwakilan dengan
Jumlah penerima 104 593 Kepala Keluarga.

b. Fengembangan Pembibitan dan Budidaya Avam Buras

Jumiah kecamatan penernima ada dua kecamatan, yaitu kecamatan Suliki
GGunung Mas dan Kecamatan Gunung Mas, Alasan dpiliinya kedua kecamatan
Nt karena dalzm Pregram Pembangunan 50 Kota, kedua kecamatan ini telah
ditetapkan sebagei sentrn peternakan dl kabupaten in, Sedangkan jurnlah
kelompok tami yang sudah terbentuk sebanyak empaet kelompok, yaitu dus
kelompok o kecamatan Suliki Gunung Mas (Kelompok Tani “Subur dan
Kelompok Tani "Harapan Baru"jdan dua kelompok di kecamatan Gunung Mas
(Kelompok Tani “Ingin Maju” den Kelompek Tani "Sakato™). Masing-masing
kKelompak Ini boranggotakan 25 orang.

c. Beasiswa dan Dana Bantuan Operasional {DBO) Dikdasmen.
Jumlah penerima beasiswa adalah sebagai berlkut:
(1). SCYM berumieh 1801 siswa
(2}, SLTP/MTE berjumlah 2133 siswa
(3). SMUISMEMA berjumlah 646 siswa
Sedangkan realisasi DBO adalah sebagai berikut;
(1) SDMISSDLE berjumlah 153 sekolah
(2). SLTPMTS berjumlah 23 sekolah
{3). SMUSMEMA berjumiah 9 sekalah



¢, Dana Bantusn Operasional (DBO) Pergunian Tinggl

Perguruan Tingg yang menapat DBO ini adalah Politeknik Pertanian Unrversitas
Andalas di Tenung Pati, yang pelaksanaannya tidak dapat dipantau karena
pengelolaannya langsung ditangari olen TKPP Pusat.

d. Dana Operasional dan Petneliharaan {DOP) Sl

Di kabupaten 50 Kota ada 388 5D dan & M yang mendapat DOP, namun yang
diambil sebagal sampel dasrah pensltian adalah  SD 28 Tanjung Medan
Pangkatan.

f Jaring Pengaman Sosial Bidang Kesehalan (JPS-BK)

Penerima program JPS Bidang Kesehatan ini adaleh masyarakat miskin yang
tersebar o semua wilsyah kere Puskesmas d tiap-tiap kecamatan di
lingkungan kehupaten 50 Kata.

g. Program Jering Pengaman Sosigl Sidang Sosal (JPES-BS)

Penarima manfaat program JPS-BS di kabupaten 30 Kota ini adalah enam
buah Panti Asuhan, yaitu:

(1) Panti Bunda Tercinta di Kecamatan Guguk
(2. Penti Asunan Muhammadiyah & Kecamatan Guguk
{3). STW Jasa lbu di Kecarmatan Lunak
(4). Bustanul Ulun di Kecamatan Luhak
(5). SDOLE Tarantang di Kecamatan Harau
{61, SDLE Liuran Kasih di Kecamatan Gunung flas
h. Program Makanan Tambahan Anak Sekolah (PR T-AS)

Jumlah sekolah yang mendapat PMT-AS di Kabupaten 50 Kota adalah 144
sekolah depgan juniah murid 13 920 murid tersebar di 76 desa dari 180 desa
yang ada

Penentuan bidang program tersebut sebenarnye bukanieh berasal dari
pemnerintah kabupaten sendiri (apalagiinisiai dari masyarakat), tefapl merupakan
kehijakan pemerintah pusat, Karena pada dasarnya program JPS il memang
sudah menjadi menjadl kebijakan pemerintah pusat dalam hal inl Bappenas yang
dijalankan oleh suatu tim yang disebut dengan Tim Koordinasi Pengelola Program-
Program JPS (TKPP JPS). Rideng kegiakan dan program JPS itu sendiri dapat
dilhat dalam Buku Kebijaksanzan Pokok dan Penyempurnasn Program-Program
JPS yang dikeluarkan oleh Bappenas pada tahun 1999, yang didalamnya bensi 5
(lima) bidangkegiatan dengan 12 (duabelas) program. Mengapa Kabupaten
Limapuuh Kota mendapatkan kucuran dana JPS hanya untuk empat bidang
kegiatan den sembian program, sekail lagi itupun juga ates persetujuan dari
TKEP-JPS Pusat sedangkan Bupeti hanyalah menerbitkan Surat Keputusan (SK)
SEja.



Hal ini tentunya berlentangan dengan prinsip dasar kebijakan program JPS
tu sendini yang menghendaki adanya (8) liansparansi dalam  pengelolaan
{transparency,. (b) cepat dalam penyampaiannya; (¢} langsung den tepat sampai
kepada sesaran  penerima manfaat  (d)  depat dipertanggu jewablkan
(gccourdable). den (e) parlisipatif dan polensial untuk berkelanjutan™. Prinsip
akuntabilitas dan partisipatifl inilah yang semestinya lebih dipriontaskan  dalam
penentuan bidang dan program Kegiatan yang akan dilaksanekan di Kebupaten
Lime Puluh Kota dan bukan penyeragaman kegiatan sebagaimana ditetapkan oleh
TEPP.JPS Pusat. Karena apabila melhat kondisi sosial ekonomi Kabupaten
Limapuluh Kota, dipercleh dala bahws dengan jumiah penduduk lebih kurang
325 358 jwa, hanya 17.B60 juta pwa atau sekitar 5,48 % yang berada di bawah
garis kemiskinan. Dan apabile melihat persebaran seklor mata pencanariannya
ternyata penducuk Kabupaten 50 Kota sebegian bDesar hidup dan dari sektor
pertanian yaitu 52 B4 persen dan sisanya bekerja pada sektor |asa (15.397%),
sektor pedagangan (15.09%), sekior industri (7,01%) dan sektor ainnya (5,11%).
Sudah semestimya penetuan bidang program dan  penerima manfaat juga
diarahkan pada Rondisi ril tersebut

Selain v apabila diihat kembal latar belakang dan Wwpen dibuatnya
program JPS, bahwa sebenarnya program ini tidak lain ditujukan untuk mermutar
kembai rode perekonomian rakyat yang terkena dampak krisis ager tidak
merosat letih dalam lagi. Dan  oleh karenanya pemefintah telah melakukan
perubshan orientesi dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Perubahan ity ditujukan semata-mata untuk menjawab persoalan dan memenuty
kebutuhan masyarakat yang sifatnya mendesak, realistis. dan operasionel. Oleh
karena itu program JPS yang cilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota inl pun
hendaknya dilaksanakan juga didasarkan pada prioritas yang mendesak, realistis
dan operasinal apekah melali strateg penyelamatan (rescue) ataukan strategl
pemulinan (recovery; menuju pada kondisi yang normal, yang sifatnye tidak
averlap dengan tahop sehelannya.

b. Pembeantukan Organisasi Pelaku Program JPS

Organisasi pelaksangan Program JPS di Kabupaten Limapuluh Kola
sepert] juga halnya o dasrah-daerah lain di Indonesia, telah diorganisasikan cleh
Bappenas yong melputi pelake-pelaku program, struktur organisasi pengeiola,
keordinesi, tate hubungan kerja atau mekanisme kerja, mekanisme pelaporan,
penilaian,  upaya hukum  dan termasuk juge  perscelan pendanaan  dan
pertanggunganjawabaya secara khusus maupun rinci. Semua ini akan dijelaskan
satu persatu dalam bagian-bagian berikut ini.

Secara nasional organisasi pelakuy-pelaku program JPS disusun mulgi dari
tingkat pusat, Ungkat propinsi, hingge ke tingkat kabupaten/kota. Di tingkat pusat

‘Lihat Buky Kebiaksanaan Pokok dan FPenyempuriean Program-FProgram Jaring
Pengamar: Sosial, Jakarla - Bappenas, 1853



Gambar/bagan  strukiur  organisas:  pelaku  program  JPS  tersebut
seDEnarnya merupakan pola bagan organisasi yang di"dreping” darl Pusat dengan
maksud untuk menyeragamkan ssfurub struktur organisasi pelalu program JPS
yang ada di Indenesia. Meskipun tata kerja antera organisasi pelaku program di
pusat dan di kabupatenfkota bukanlah merupskan geris hirarki struktural tetapi
sebatas garis koordinasl, namun Jelas kebiakan semacam ini tetap tidak
mengubah prinsip daser perubahan orientasi yang dikehendaki dalam program
JP5. Bagaimena hainya dengan Forum Lintes Pelaku yang merupakan forum
tertinggi dalam pelaku progrem JPS i Apakah memang benar hubungan tata
kerjanya antera FLP Pusat dan FLP Kabupaten/Kota sebatas garis koordinasi
dan bukan garis struktural 7

¢. Forum Lintas Pelaku (FLP} JPS

Secara fungsional Forum Lintas Pelaku JPS (FLP-JPS) merupakan salah
salu pelaku program yang memegang peranan terpenting dalam pelaksanaan
program JPS. Forum il merupakan suaty wadah otonom yang menampung
berbagal pelaku dan pemerhatl pembangunan daerah untuk menyelenggarakan
kensullasi pembangunan antera pemerintah dengan kalangan masyarakat madan
(yang terdii dari LSM, organisasi keagamaan, perguruan tinggl, organisasi
massa, media massa, perusahasn swasta, tokoh masyarakal, dan wakiFwakil
penerima mantaat) khususnys dalam proses perencanaan, pemantauan dan
fasilitasl penyelesaian masalah-masalan yang timbul dalam pelaksanaan program
JPS di tingkat kabupalenkota

Secara nistoris forum ini sebenarnya terberfuk sebagai reaksi atas
berbagai kegagalan yang tenadi dalem pelaksanaan program JPS di berbagai
daerah di tanah air Forum ini lahir atas kesepakatan Masyarakat Madani yang
terdirl dari berbagal kompenen masyarakat dalam suatu pertemuan yang
diselenggarakan pada bulan April 1993 di Jakarte. Pada pertermuan ity berhasil
disepaketl sdamya 12 rekomendasi untuk perbalkan pregram-program JPS T
1909/2000. Dand ke-13 butr rekomencas: tersebut, terdapat 4 o ardararma
menjad dasar bagi pembentukan FLP-JPS vaitu:

“(Butir 1) Dibutehkennye transparansi tentang kapan JPS dilakukan, kemana dan
bagaimana sistem aiokasi dane serts siapa yang memperoleh dana
tersebut;

(Bulir 4} Periuya kelerlibatan aktif masyarake! penerima dana JPS, bukan
mekanisme  satu arnh seperti pelaksanaan JPS tahun  anggaran
1568/1994;

{Bugir 10) Dilbeikannya pihak independen dalam memonitor kerja JPS;

{Bitirt1) Diusulkan adanya ke_ff sama antara pemerintah, LEM dan Masyarakat
Penerima Dana JFS"

B g
oo,



A

Sebagal salah saty bertuk dan penyempurnaan (baik substansl maupun
pengamenan; program-program JPS TA 198%/00 maka dipersyaratkan bagi
TRPP-JPS untuk menyiapkan dan memfeslitasi keberadaan dan pembentukan
FLP-JPS pada tingkat nesional dan tingkat kabupatenfkota. Berdasarkan ini maka
di kabupaten Limapuluh Kota telah dibentuk FLP-JPS pada tanggal 24 Februari
2000 a Hotel Mangkuto Payakusnbuh 31, yang kemuodian dikukuhkan dengan SK
Bupati Momor T14/BLKS2000, tertanggal & April 2000, Oleh karena menurut Buku
Pedoman, wadah semacem ins lidak harus diberi nama FLP maka farum ini diberi
nama Komile Independen Pemaniau Pembangunan dan Ekonomi Rakyat 50 Kota
(KIPPER 50 Kota), yang terdiri dari berbagai komponen masyarakat di daerah
kabupaten Limapuluh Kota

FLF-JFS i mempunyal tguan. fungsi dan ruang fingkup kerjanya
tersendirid2.  Tujuannys melfiputi empat hal, yakni: (1) memfasiitas peluang
pertisipasi bagl masyarakal dan pelaku-pelaku yang berkepentingan terhadap
program JPS tahun anggaran 1995/00, (2) menyebarluaskan informasi yang
berkenaan dengan program JPS tahun annggaran 1999/00; {3) sebagal forum
pertemuan bersame dalem penanganan pengaduan; (4) mendapatkan masukan
bagi perencannan dan pelaksenaan program,

Adapun fungs: FLE-JPS meliputi (1) sebagal wadah sinergi pare pelaku
yang berkepentingan dengan pelaksanaan program Jarng Pengaman Sosial tahun
anggaran 153900, (2) forum konsultasi antera pemerintah dan pelaku-pelaku non
pemenrtah yang berkepenlingan terhadap program-program JPS TA 19895/00
dalam hal kebijekan, perencanaan, pelaksanaan, dan evalunsi (3) sebagal wadah
pemecahan masalah bersama yang dibadap selama pelaksanasn program.

Sadangkan ruang lingkup kerja atau wewenang FLP-JPS secara umum
mencakup | (1) memberikan masukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan
evaluasi program JPS tahun anggaran 1999/2000 kepada TKPP-JPS, (2}
melakukan sesialisasi kepads berbagal pihak. balk mengenai hasikhasil yang
disepakatl pada forum lintes pelaku maupun mengenai program  JPS tahun
anggran 193900, (3) mengkoordirasikan pemantauan independen yang dilakukan
oleh organsasi nonpemerintah terhadap pelaksanaan program JPS tahun
arggaran 1953/00; (4) menyusun leporan kegiatan forum secera berkala; (5)
mendistribusikan laporen kegiatan forum kepada TKPP-JPS pusat. propinsi. dan
kabupaten/kols, Tim Pengendali. Tim Monitoring Independen, dan pinak-pihak fain
yang membuetuhkan.

Keanggotaan forum bersifat terbuka bagl semua pelaku yang ingin
mendafterkan dn menjac anggote. Unluk keanggotaan FLP di tingkat nasional,
anggota FLP mimemel terdinl dan perwekilan TKPP-JPS pusat, perwakilan TIM

Lihat Legoran Rigalah Ferrsmugn Forum Linlas Pelgeu J55 Komite indepanden Semanisy
Fembgrgunsan dan exsncm Ralevat Kabupstan 50 vols Payalumbuh THPE-IPS Kabupaten 50

koia, 2000
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Pengendall, perwakian FLP propinsi, perwekilan DPR, individu darl LSM, Individu
dari perguruan tingg, individu dari organisasi profesi. dan indiidu dari meda
massa’ sedangkan (2) ditingkat kabupatenkota anggota FLP minimal terdii dari
perwazkilan  TKPP-JPS kabupaterskota, perwakilan DPRD kabupaten/kota,
indwvidu dari masyarakal penenma  dana JPS di  kabupatenfkola yand
bersangkutan,  individu dari meda  massa, ndividd darl LSM, individu dari
perguruan tmggi, dan individu yang mewakil masyarakat umum,

Struktir organisasi FLP terdil dari: {1} Forum sebagal pemegang
keputusan tertinggi dan (2} Badan Pelaksana sebagai pelaksana harian FLP.
Struktur Badan Pelaksans minimel terdiri dari tiga orang dengan ketentuan satu
orang perwakilan darl permerintah yang diberi mandat tertulis oleh Ketua Tim
Pelaksana TKPP-JPS utuk Baden Pelaksana FLP d tingket nesional dan
BupatiWalikota untuk di tingkat kebupatenfkota ditambah dua orang yang
mewakili argenisasi non permerintan.

Melihat tugas, fungsl dan Kewenangen yang dimiliki oleh FLP jelas
organisasi ini bersifat tarmal dan cenderung birokratis. Meskipun keanggataannya
relatll terbuka namun unsur formalitas dengan persyaratan-persyaratan yang
medibatken unsur pemerinteh memoust organisasi ini tampak menjadi semacam
“birgkresi® bayangan. Terlebih lagh legaltas keberadasn FLP juga memerlukan
adanya keabseshan dan legalitas harus disahkan (ditandatanganiy oleh unsur
daerah, unsur DPRD, dan juga wakil masyarakat madani. Bahkan dalam Surat
Keputusan Hetua Tim Peleksana TKPP-JPS dan juga SK BupatitWalkota yang
mensahkan permbentukan forum i paling tidak harus berisikan struktur organisas
FLP, name-nama pengurus Badan Pelaksana dan organisai yang diwakilimya,
nama Ketua Forum, tujuan pembentukan FLP, sumber dana operasionalisasi FLP,
dan mekanisme pelaporannys.

Begitu pula hainya dengen FLP Kabupaten Limapuluh Kota yang telah
disahkan melald SK Bupati Nomar 114/BLKS200033 tertanggal 5 April 2000,
meskipun struktur organisasi FLP-JPS lersebut cenderung tampak independen
namun dalam tata Kerjanya masih harus mengkuti mekanisme tata kerja yang
telah ciatur aleh TKPP-JPS Pusal. Hal ini cukup beralasan karena dari seluruh
bidang program JPS yang ditetapkan di Kabupaten Limapuluh Keta, selurun
penanggungiaweb  dan  mekanisme  penyalurannya  tetap melibatkan  unsur
pemerintah setempatl (linat tabel 1)

Limat i Brogl S iols Namar {TEELR2000 Favakumbati Bapoeds, 000,
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B. HESIMPULAN DAN SARAN

d. Mg

impuis

Frogram JES (Jerng Pengaman Sosial) yang secars nasional muled
dilaksanakan pada tahun anggaran 19581999 semula  ditujukan  untuk
menyemmatkan xondsi sosial ekonomi masyarakat yang terkena dampak krisis,
Mamun dalam pelaksanaanmya, program yang mendepat bantuan dari Bank Dunia
ini justru mengalami bamyak kelemahan dan hambatan. Dari pelaksanaan lima
bidang kegilan yang menjadi garapan program JPS ternyata tidak diperoleh hasil
yang oplimal sebagaimana tujuan yang dinginrkan dalam program JPS ini.
Berbagal kelemahan dan hambatan {elah banyek dicatat baik oleh kalangan ahli
maupun orgarisasi pemernntah dan non permerintah beik & daklam maupun dari luar
negerl. Meskipur berbagai perbaikan atau penyempurnaan telah dilakukan, namun
selidaknys perbeikan yang (elah diakukan ternyeta belum berjalan mulus,

Begitu pula Forum Lintas Pelaku {(FLP) yang dibentuk pemerintah berkaitan
dengan pelaksanaan program JPS dari tingkat pusat hingga daerah juga
dihadapken pada berbagai kelemahan dan hambatan. Forum yang diharapkan
akan menjadi wadah otonom begl para pelaku dan pemerhall pembangunan
daerah berkaitan dengan program JPS ternyata juga mengalami berbagai
persecalan Berbagel persealan yang akhirnya juga menjadi hambatan bagi FLP-
FLF. termasux FLP-JPS Sumatera Barat, cantaranya menyangke hubungan
Kerjesama yang Kureng harmonis antara FLP dengan pemerintah deerah, adanya
pembagen kerja yang tidek jeles dengan pemerintah daersh, independensi FLP
yang diraguian, Siruklur oiganisas) yang mengesankan ambiguitas, alokasi dan
reslisiasi dana yang lidak trensparan, indikator kinerja yang kabur, relatif
lemahnya kemampuan para pelaku yang tergabung dalam FLP serta masih
benyak perscalan-persoalan lainnya yang tempaknya masih menyelimuti FLP-FLP
di Propinsi Sumatera Barat khususiya di Kabupaten Lima Puluh Kaota

Penelitian yang semua hendak dilakukan pada enam kabupaten dan kota di
Sumalera Barel yang ditentukan mefeln teknik purposive sampding, namun
ternyata dari 14 FLP-JPS yang nda di Sumatera Barat hanya satu FLP yang telah
menyigpkan leporan lertulisnya, yakni Kabupaten Limapuluh Kota. Di samping
kerena FLP-JPS yang lain belum siap dalem memberikan laporennys juge karena
Danyak diantere pelaku program i daerah tersebut yang sulit dilacak ketika
peneiitian in dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi dapat dketahui bahwa pemerintah daerah
memainkan paran yang paling ekif dalam pembentuk FLP, mulai dari tahap
pembentukan hingga pengesahan melaiui Surat Kepulusan Kepale Dacrah Oleh
karenamya kedudukan FLP di sebagian besar kotafkabupaten di Sumatera Barat
lebih  terkesen menjac alet legitinasi bag  pemerintah  (daerah) dalam
menawarkan program-program JPS. Hal in jna didukung dari karakteristi
organisest FLP vang cerderung hirarkis dan birokratik dalam setiap aspeknya,
muai deri struktur organisasi, pola koordinasi, hubungan kerja, peneluran dansa
den pola pelaporannya yang stereotipe.
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Selzin dicukung oleh tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang tertuang
dalam Buku Fedoman Tin Koordinas: Pengelola  Program-Pregram  Jaring
Pengaman Sosigl (TKPP-JPSY dan |uge Buku Kebiljaksanaan Pokok dan
Penvempurnzan Program:Program JPS, kenyataan di lapangan menunjukkan
bahwa FLP-JPS o Kebupaten/Kolte di Propinsi Sumaters Barat khususnye di
Kabupaten Limepuluh Kola lebih tepal dikategorikan sebagal organisasi dengan
kerakteristik model tertutup. Meskipun keanggotaan forum ini juga melbatkan
besbagai komponen pelaku program JPS yang berasal dari masyarakat madani,
nemun tipolog orgenisas yang formal, birokratik, rasional dan mekanistlk jelas
tampak dalam palaksanaannya bak dari tingkat Pusat hingga ke desa-desa.

b. Saran

Melihat temuar-temuan yang dipercleh dalam penelitian inl seakan terlibat
bahwa banyok permasalahan yang dihedepi aleh FLP-JPS, khususnya di
Kebupaten Limapulun Kota in. Nemun setidakmnys berbagal permasalahan yang
terjadi tersebut dapat dijadikan pelajaran bagi pemerintah dan juga ofnop yang
tergabung di dalamnya untuk senantiasa mendorong dan terus menyempurnakan
proses partisipasi pubfk dalam pengambilan  dan  pelaksanaan  Keputusan
mengenai program-progran JPS yang sampai seat ini masih terus dilaksanakan.
Dengan pemyempuinaan yang terus menerus ini, diharapkan FLP-JPS tidak hanya
sekadar menjad ruang bagi partisipasi publik, tetapl fa Juga menjad lembaga
pemantau  yang efektt dan  sekabous menjadl wadah untuk  membangun
mekanisme dialog khususnya dalam proses pembuatan dan pelaksanaan
kebijakan. Dengan demiian pemuliban siteas! krisis yang berkepanjangan Inl
dapal segere teralas secara adil dan efektif melalui sustuy Keqasama yang koenkrit
dari semua pihak.
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